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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR P.48/MENHUT-II/2012 

TENTANG 
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN LINGKUP KEMENTERIAN  KEHUTANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
P.77/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 telah 
ditetapkan Pedoman Akuntansi Persediaan lingkup 
Departemen Kehutanan; 

  b.  bahwa  sesuai ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 
72 Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengertian 
penatausahaan persediaan meliputi inventarisasi, 
pembukuan (akuntansi), dan pelaporan, sehingga 
Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu disempurnakan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana huruf a 
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup 
Kementerian Kehutanan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  tentang  
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4418); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara; 
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 
tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2009 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Negara; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan 
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;  

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-
II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara lingkup Kementerian Kehutanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012;  

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.06/2008 
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan 
Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah dan 
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di 
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk 
dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat 
dan/atau Keputusan Menteri Keuangan; 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-
II/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 
lingkup Departemen Kehutanan;  

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 27/Menhut-
II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemerintah lingkup Departemen Kehutanan; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 
tentang Sistem Akuntansi Hibah; 
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19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 405); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN LINGKUP KEMENTERIAN 
KEHUTANAN. 

BAB  I  

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung 
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

3. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera dapat 
direalisasikan dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi (a) kas dan setara 
kas, (b) investasi jangka pendek; (c) piutang; dan (d) persediaan. 

4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur 
sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak 
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di 
daerah. 

5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah yang 
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan Tugas Pembantuan. 

6. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada 
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pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah 
pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh 
penggantian. 

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut DJKN, 
adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai 
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi 
teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang, dan dalam 
hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat 
pada Pengelola Barang. 

8. Kantor Wilayah DJKN yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah 
instansi vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal 
ini merupakan pelaksana  penatausahaan BMN di tingkat wilayah 
pada Pengelola Barang. 

9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang  selanjutnya 
disebut KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN, dan 
dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat 
daerah pada Pengelola Barang. 

10. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang 
berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan 
pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 

11. Pengguna Barang adalah Menteri Kehutanan sebagai pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan BMN. 

12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau  pejabat 
yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk  menggunakan  BMN yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

13. Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan 
penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna 
Barang, dan pada Pengelola Barang. 

14. Unit Pembantu Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang, yang 
selanjutnya disebut UPPKPB, adalah unit yang melaksanakan 
penatausahaan BMN sebagai pembantu UPKPB. 

15. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya 
disebut UPKPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan  BMN 
pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang. 

16. Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah yang  selanjutnya 
disebut UPPB-W, adalah unit yang membantu melakukan 
penatausahaan BMN pada tingkat wilayah atau unit  kerja  lain yang 
ditetapkan sebagai UPPB-W oleh Pengguna Barang. 
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